
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN

KOMISI PEMILIHAM UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : HBH. 655 TAHUN 2017
NOMOR : 496/KPU-Prov-018/VIII/2017

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu
Tujuh Belas, bertempat di Kupang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. FRANS LEBU RAYA
Jabatan : Gubernur Nusa Tenggara Timur
Alamat : Jalan Raya El TariNomor 52Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah
ini disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : MARYANTI H. LUTURMAS ADOE, SE, MSi.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT
Alamat : Jalan Polisi Militer Nomor 1 Kota Kupang

Dalam hal ini bertindak untuk  dan atas nama Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya dalam Naskah
Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya apabila secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan

Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Perubahannya;
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d. Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun
2018 masih tersisa dana hibah daerah dan terdapat jasa giro, PIHAK
KEDUA wajib menyetor ke Kas Daerah.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan
huruf b tetap disampaikan kepada PIHAK PERTAMA melalui Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan kepada PIHAK PERTAMA.

(6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,
disimpan dan dipergunakan oleh PIHAK KEDUA selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 5
TATA CARA PENYALURAN DANA HIBAH

(1) Penyaluran Dana Hibah ditransfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA
setelah dilakukan verifikasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

(2) Transfer hibah sebagaimana dimkasud pada ayat (1), dilakukan setelah
PIHAK PERTAMA menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan
PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dilampiri
dengan :
a. foto copy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
b. pakta integritas;
c. foto copy rekening bank penampung hibah;
d. kuitansi yang bermaterai cukup dan telah ditandatangani serta

distempel;
e. uraian kebutuhan sebagaimanatercantum dalam Lampiran Naskah

Perjanjian Hibah Daerah.
(3) Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan

dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
a. Tahapan pra persiapan Tahun 2017 sebesar Rp. 296.930.000 (Dua Ratus

Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
b. Tahapan Persiapan Pemilihan Tahun 2017 sebesar Rp.

62.616.500.000(Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah);

c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Tahun 2018 sebesar Rp.
255.617.500.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Enam Ratus Tujuh
Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian hibah ini berlaku sejak penandatanganan NPHD sampai dengan
selesainya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2018.

(2) Pihak yang berniat untuk mengubah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum
berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih
dahulu harus memberitahukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum perjanjian hibah daerah ini berakhir.

(3) Perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) hanya dilakukan jika:
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